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PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 14 TAHUN 2015

TENTANG

PEDOMAN PENDATAAN PENDUDUK NONPERMANEN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa dengan meningkatnya mobilitas penduduk
nonpermanen diperlukan gambaran kondisi dan
perkembangan penduduk nonpermanen serta
ketersediaan data penduduk nonpermanen di wilayah
provinsi dan kabupaten/kota;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan
Menteri Dalam Negeri tentang Pedoman Pendataan
Penduduk Nonpermanen;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang
Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4674) sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5475);

2. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang
Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan
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Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5080);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang
Pembagian Urusan Pemerintah Daerah Provinsi, dan
Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4737);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2009 tentang
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27
Tahun 1994 tentang Pengelolaan Perkembangan
Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 134, Tambahan Lembaran
Republik Indonesia Nomor 5053);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG
PEDOMAN PENDATAAN PENDUDUK NONPERMANEN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Penduduk adalah Warga Negara Indonesia dan Orang Asing yang
bertempat tinggal di Indonesia.

2. Warga Negara Indonesia yang selanjutnya disingkat WNI adalah orang-
orang Bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang
disyahkan dengan undang-undang sebagai Warga Negara Indonesia.

3. Penduduk Nonpermanen adalah Penduduk WNI yang bertempat tinggal
diluar wilayah kabupaten/kota tempat tinggal tetapnya yang berbeda
dengan alamat pada KTP-el yang dimilikinya, dan tidak berniat untuk
pindah menetap.

4. Pendataan adalah pencatatan dan pengelolaan data penduduk
nonpermanen.

5. Nomor Induk Kependudukan yang selanjutnya disingkat NIK adalah
nomor identitas penduduk yang bersifat unik atau khas, tunggal dan
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melekat pada seseorang yang terdaftar sebagai penduduk Indonesia.

6. Kartu Tanda Penduduk Elektronik, selanjutnya disingkat dengan KTP-
el, adalah Kartu Tanda Penduduk yang dilengkapi cip yang merupakan
identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh
Instansi Pelaksana.

7. Instansi Pelaksana adalah perangkat pemerintah kabupaten/kota yang
bertanggung jawab dan berwenang melaksanakan pelayanan dalam
urusan Administrasi Kependudukan.

8. Mitra adalah pihak masyarakat dan institusi masyarakat yang
mempunyai peran dan tanggung jawab untuk ikut serta dalam
mendukung pendataan penduduk nonpermanen yang meliputi pemilik
rumah kontrakan/sewa, pengelola asrama, perusahaan yang
mempekerjakan pegawai kontrak, perusahaan pengerah pembantu
rumah tangga, yang memperkejakan pekerja domestik maupun bukan
pekerja domestik, pengelola apartemen, dan pengelola rumah kost.

BAB II

KEWENANGAN

Pasal 2

(1) Menteri, Gubernur dan Bupati/Walikota bertanggung jawab dalam
pendataan penduduk nonpermanen.

(2) Pelaksanaan pendataan penduduk nonpermanen sebagaimana
dimaksud ayat (1) dilakukan di Kabupaten/Kota.

Pasal 3

(1) Pendataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) dilakukan
oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota

(2) Pendataan penduduk nonpermanen sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) dilaksanakan paling sedikit 6 (enam) bulan sekali;

Pasal 4

(1) Pendataan penduduk nonpermanen dilaksanakan melalui:

a. pencatatan;dan

b. pengelolaan data.

(2) Pendataan penduduk nonpermanen sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) menggunakan formulir pendataan.

BAB III

FORMULIR PENDATAAN

Pasal 5

(1) Formulir pendataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2),
memuat antara lain:

a. formulir pendataan penduduk nonpermanen (F.4-01);
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b. formulir data anggota keluarga yang dibawa (F.4-02);

c. formulir laporan rekapitulasi penduduk nonpermanen nasional (F.4-
03);

d. formulir laporan rekapitulasi penduduk nonpermanen provinsi (F.4-
04);dan

e. formulir laporan rekapitulasi penduduk nonpermanen
kabupaten/kota (F.4-05).

(2) Formulir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam
Lampiran merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri
ini.

BAB IV

PERSYARATAN

Pasal 6

Persyarataan pendataan penduduk nonpermanen meliputi:

a. KTP-el;

b. Kartu keluarga;dan

c. dokumen pendukung lainnya.

Pasal 7

Dokumen pendukung lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6
huruf c antara lain:

a. surat tugas;

b. surat keterangan dari instansi pendidikan;

c. surat keterangan dari instansi/perusahaan;

d. surat keterangan berobat;dan

e. surat pengantar dari RT/RW.

BAB V

PENCATATAN

Pasal 8

(1) Pencatatan data penduduk nonpermanen sebagaimana dimaksud
dalam pasal 4 ayat (1) huruf a, meliputi:

a. NIK;

b. nama lengkap;

c. tempat tanggal lahir;

d. jenis kelamin;
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e. alamat tempat tinggal didaerah asal;

f. tanggal kedatangan didaerah tujuan;

g. alasan tinggal sementara;

h. alamat domisili sebelumnya;

i. alamat tempat tinggal sementara;

j. jumlah dan data anggota keluarga yang dibawa.

(2) Pencatatan data penduduk nonpermanen sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) menggunakan formulir pendataan penduduk nonpermanen.

(3) Formulir pendataan penduduk nonpermanen sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) setelah diisi dengan lengkap dan benar di tandatangani
oleh yang bersangkutan dan petugas pendata.

(4) Pencatatan data anggota keluarga yang mengikuti penduduk
nonpermanen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j
menggunakan formulir data anggota keluarga yang dibawa

(5) Formulir data anggota keluarga yang dibawa penduduk nonpermanen
sebagaimana dimaksud pada ayat (4) setelah diisi dengan lengkap dan
benar di tandatangani oleh yang bersangkutan dan Petugas Pendata.

Pasal 9

(1) Penduduk nonpermanen dan anggota keluarga yang mengikutinya yang
telah dicatat datanya diberi bukti pendataan penduduk nonpermanen.

(2) Format bukti pendataan penduduk nonpermanen disesuaikan dengan
kebutuhan kabupaten/kota.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai format bukti pendataan penduduk
nonpermanen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam
Peraturan Bupati/Walikota.

BAB VI

PELAKSANAAN

Pasal 10

(1) Bupati/Walikota melalui Camat menyampaikan surat pemberitahuan
tentang pendataan penduduk nonpermanen kepada kepala desa/lurah.

(2) Surat pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilampiri
formulir pendataan penduduk nonpermanen dan formulir data anggota
yang dibawa dan cara pengisiannya.

(3) Kepala Desa/Lurah menyampaikan pemberitahuan tentang pendataan
penduduk nonpermanen sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) kepada
penduduk dan mitra melalui pengurus RT/RW diwilayahnya.

(4) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil melakukan koordinasi
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